
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 16IM.PPN/HK/03 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

G-ZO DEVELOPMENT WORKING GROUP

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalan rangka ntelaksanakan kerja sama

pembangunanglobalterkaitpendanaanpembangunan,perlu
dilakukan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan dan
rencana kerjasama pembangunan global.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalamhuruf a danhuruf b,perlu membentuk Tim Koordinasi
Strategis G-20 Development Working Group,

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalant
l,ampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan nelaksanakan f.tgas sebagai
anggota Tim Koordinasi Strategis G-20 Development
Working Group,

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangtnan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 724, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21);

2. Undang-Undang Non,or 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(I-e,mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Noruor
7 4 O, T anrb ahan I,r-mb ar an N e gar a Republ ik Indone sia Nomor
6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2073 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nonror SOTahun 2018;

4. Peraturan
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 201,9 tentangPenataan
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju P erio de T ahun 2 0 1, 9 - 20 2 4 ;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 201,9 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
denganPerafiran Presiden Nomor SZTahun 2027;

6. Peraturan Presiden Nomor B0 Tahun 2027 tentang
Kementeria n P erencanaan P embangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2027 tentang Badan

P er enc ana an P emb anganan Nasional ;

B. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/K epala Badan Perencanaan Pembanganan Nasional
Nomor 5 Tahun 201,6 tentang Pedoman Perencanaan,
P elaksanaan, P elap or an, P emantauan dan Evaluasi Kegiatan
dan Anggaran;

9. Petatutan Menteri Petencanaan Pembangunan
Na sional / K ep ala B adan P er enc anaan P emb angunan Na sional
Nonror 3 Tahun 2022 lentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangs.nan Nasional/Badan
P er enc anaan P emb angunan Na sional I

MEMUruSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENIANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS G-20 DEVELOPMENT WORKING GROUP.

Menrbentuk Tim Koordinasi Strategis G-20 Development Working
Group, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampfuan
y ang mefl rp akan b agian tidak te rpi s ahkan dari Keputasan ini.

Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA terdin atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim
P elaksana, dan T en aga Pendukung.

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertugas memberikan arahan kebljakan, ntengawasi,
membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran
pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

PenanggungJawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertugas:
KEEMPAT

a.bertanggung...
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a. bertanggmg jawab secara umum terhadap pelaksanaan
keg;atan;

b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan
kebljakan, strategi, dan rencana ker'1a Tim Koordinasi
Strategisl

c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Ttm
Pelaksanal dan

d. melaksanakan pengendahan dan evaluasi atas laporan dan
Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana sebagatmana dimaksud dalam Diktum KEDUA

bertugas:

a. membuat jadwal dan rencana keqa kegratan Tim Koordinasi
Strategis;

b. menyusun konsep, ide, saran, dan pemikiran yang akan
disampaikan dalam pertemaan G-2O Development Working
Group,

c. menyiapkan berbagai bahan/maten yang terkait dengan G-
20 Development Working Group,

d. melakukan pertemuan rutrn dengan Kementeian/kmbaga
dan p emangku ke penting an lainny a seb a gai mrtr a kerl a y ang
mendukung Delegasi Indonesia dalam memberikan masukan
posisi dan intewensi dalam pertemuan G-2O Development
Working Group,

e. melakukan koordinasi, koherensi kebijakan, dan fasilitasi
dalam rangka mendukung kegiatan G-ZO Development
Working Group,

f. men)nrsun matriks implementasi komitmen Indonesia di G-
20 khususnya untuk bagian agenda pembangvnan di G-ZO

Devel opmen t Working Group,

8. menghimpun dan mengelola informasi yang terkart dengan
G-2O Development Working Group,

h. menyiapkan buku saku tentang G-2O Development Working
Group,

i. melakukan kegiatan sosialisasi agenda pembanganan global
G-2O Development Working Group di Indonesia dengan
melibatkan kementerian/lembaga, ciuitas academica,
nasyarakat sipil, dunia usaha, dan pemangku kepentingan
strategis lainnya; dan

j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri
Perencanaan Pembanganan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan
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KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kementeria n P erencanaan P embangunan Nasional /
Sekretaris Utanra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,

Perencanaan Pentbangunan Nasional melalui Penanggung

JawabKeg;atan.

Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

befiugas:,

a. membanta melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam
menyiapkan dan mengolah bahan unfuk penyusunan
laporankegialanl dan

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yarrg
ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi Strategis dlbebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangtnan Nasional Tahun
Anggaran2024.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tanggal 2 Januari 20 24.

Ditetapkan diJakarta
padatangp4al 78 Marct 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

tld.

SUHARSO MONOARIA

e,J-

Teni Widuriyanti



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 6/M.PPN/HK/03 / 2024
TANGGAL 18 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS STRATEGIS

G-20 DEVELOPMENT WORKING GROUP

A. TIM PENGARAH

Ketua

Wakil Kefua

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Deputi Brdang Pendanaan Pembangunan,,

Kementerian PPN/Bappenas.

1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama

Ekonomi Internasional, Kementerian
Koordinato r Bidang Perekonomian.

2. Staf I(husus Menteri Luar Negeri unfuk
Penagaatan Program-Program Prioritas,
Kementeria n Luar Negeri.

3. Inspektur UtamarBappenas.

4. Deputi Brdang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas.

6. Deputi BidangPolitik, Hukum, Pertahanan
dan Keamanan, Kementerian
PPN/Bappenas.

7. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

8. Deputi Bidang Pembangunan Manusia,
Masyarakat, dan Kebudayaan,
Kementerian PPN/Bappenas.

9. Staf Ahli Bidang Sosial dan
Penanggulangan Kemiskinan,
Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG ...



o

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIM PELAKSANA

Ketua

Wakil Kelua

Anggota

Deputi Bidang Pendanaan Penrbanganan,
Kementerian PPN/Bappenas.

D irektur P endanaan Multilater al, Ke me nte rian
PPN/Bappenas.

1. Direktur Pembangunan Ekonomi dan
Lingkrmgan Hidttp, Kementerian Luar
Negeri.

2. Asisten Depufi Kerlasama Ekonomi
Multilateral, Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian.

3. Direktur Pendanaan Bllaterul,
Kementerian PPN,/Bappenas.

1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian
PPN/Bappenas.

2. Direktur Penanggulangan Kemisl<tnan dan
Pemberday aan Masy arakat, Kementerian
PPN/Bappenas.

3. Direktur Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, Menengah dan Koperasi,
Kementerian PPN/Bappenas.

4. Direktur Pentmahan dan Kawasan
Permukiman, Kementerian PPN/B appenas.

5. Direktur Sumber Daya Afu, Kementerian
PPN/Bappenas.

6. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kementerian PPN/Bappenas.

7. Direktur Politik Luar Negei dan Kerla
Sama Pen'tbangunan Internasional,
Kementerian PPN/Bappenas.

8. Direktur Pengembangan Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

9. Direktur Perencanaan Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas.

10. Direktur Alokasi Pendanaan
Pentbangunan, Kementerian
PPN,/Bappenas.

11. Direktur
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11. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda dan Olah Raga, Kementerian
PPN/Bappenas.

1,2. Kepala Sekretariat Nasional SDGs,

Kementerian PPN/Bappenas.

13. Silvany Pasaribu, Kementerian Luar
Negeri.

74. Fatimah ATatas, KementerianLuar Negeri.

15. Billy Wibisono, KementerianLuar Negeri.

16. Noam Lazuardy, KementerianLuar Negeri.

17. Adi Purwanti Nut Atmojo, Kementerian
Koordinato r Bidang Perekonomian.

18. Eka Hendra Permana, Kementerian
Keuangan.

19. Wiwien Apriliani, SIP, MPPM,
Kementerian PPN/Bappenas.

20. Dett Kusmalawati, SIP, MA, Ph.D,

Kementerian PPN/Bappenas.

2L. Pjzh.r Bagastai Hupito, SE, Kementenan
PPN/Bappenas.

22. Grasia Yeranita, S.Sos., ME, Kementerian
PPN/Bappenas.

23. Danifansen Simanjuntak, SE, Kementerian
PPN,/Bappenas.

24. Heni Apnani, Kementerian PPN/Bappenas.

25. Abdul Kohar, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Amat Dimyati, Kementerian
PPN,/Bappenas.

2. lndfua Widiesa, Kementerian
PPN/Bappenas.

D. TENAGAPENDUKUNG

SUHARSO MONOARIA
Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kementerian Perencan aan P emb anganan Nasional /
Sekretaris UtamaBadan

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

Teni

P emb angunan Nasional, *
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